
 

 

                                               
 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

NOMOR   1   TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH 

NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL 

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH  

SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

telah melaksanakan penyertaan modal pada Perseroan 
Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan 

dan Bangka Belitung terakhir kali melalui Peraturan 
Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung pada Perseroan Terbatas Bank 

Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka 
Belitung; 

b. bahwa berdasarkan hasil analisis keuangan Pemerintah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 
2020, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
dapat melaksanakan kembali penambahan penyertaan 

modal pada Tahun 2020 sebagai upaya untuk 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan 

pertumbuhan ekonomi serta menjaga komitmen 
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam 
mendukung pengembangan badan usaha dan 

perusahaan yang ada di Pemerintah Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung Pada Perseroan Terbatas Bank 

Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka 
Belitung; 

SALINAN 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3472); sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3790); 

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4033); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang      Nomor       25         Tahun       2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran   Negara     Republik     Indonesia     Tahun     

2004   Nomor 104,   Tambahan   Lembaran   Negara   
Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang      Nomor       40         Tahun       2007 

tentang Perseroan Terbatas (Lembaran   Negara     
Republik     Indonesia     Tahun     2007   Nomor 106,   
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik Indonesia 

Nomor 4756); 
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9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
15); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang 
Penyertaan Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan 
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung   

Tahun 2006 Nomor 19 Seri E); 
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16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung   Tahun 2008 Nomor 

1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 

7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58) 

 

17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Penambahan Penyertaan Modal Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung pada PT. Bank Pembangunan Daerah 
Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Lembaran 
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 

Nomor 6 Seri E); 

18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Penambahan Penyertaan Modal Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung pada Perseroan Terbatas Bank 
Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka 

Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung Tahun 2010 Nomor 1 Seri E); 

19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang 

Penambahan Penyertaan Modal Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung pada Perseroan Terbatas Bank 

Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka 
Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung   Tahun 2011 Nomor 2 Seri E); 

20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung Pada Perseroan Terbatas Bank 
Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka 
Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung   Tahun 2014 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 

Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada Perseroan 

Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan 
dan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung   Tahun 2016 Nomor 13     

Seri E); 
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21. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 18 Seri 
D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

dan 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITU 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 
TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL 
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN 
DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG. 

 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 

2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung pada Perseroan Terbatas Bank 
Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka 

Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung Tahun 2014 Nomor 2 seri E) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 
2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Pada Perseroan Terbatas Bank 
Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka 
Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung   Tahun 2016 Nomor 13 Seri E) diubah sebagai 
berikut:  

 
(1)  Pemerintah Provinsi telah melakukan penyertaan modal 

daerah dalam bentuk saham pada P.T. Bank Sumsel 

Babel sebanyak Rp40.377.000.000,00 (empat puluh 
miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan 
rincian sebagai berikut:  

a.  Tahun 2003 sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah);  

b.  Tahun 2004 sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah);  
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c.  Tahun 2005 sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah);  

d.  Tahun 2006 sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua 

miliar rupiah); 

e.  Tahun 2008 sebanyak Rp3.000.000.000,00 (tiga 

miliar rupiah);  

f.  Tahun 2010 sebanyak Rp8.000.000.000,00 (delapan 

miliar rupiah)g.  Tahun 2011 sebanyak 
Rp14.377.000.000,00 (empat belas miliar tiga ratus 

tujuh puluh tujuh juta rupiah)  

h.  Tahun 2012 sebanyak Rp10.000.000.000,00 

(sepuluh miliar rupiah).  
 

(2)  Pemerintah Provinsi melakukan penyertaan modal 
daerah dalam bentuk saham sebanyak 
Rp.70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) 

dengan rincian sebagai berikut: 

a. Tahun 2020 sebanyak Rp.15.000.000.000,- (lima 

belas Miliar rupiah); 

b. Tahun 2021 sebanyak Rp.10.000.000.000,- 

(sepuluh Miliar rupiah); 

c. Tahun 2022 sebanyak Rp.10.000.000.000,- 

(sepuluh Miliar rupiah); 

d. Tahun 2023 sebanyak Rp.15.000.000.000,- (lima 

belas Miliar rupiah); dan 

e. Tahun 2024 sebanyak Rp.20.000.000.000,- (dua 

puluh miliar rupiah). 

(3)  Dihapus. 

(4) Dihapus.  

(5)  Realisasi pelaksanaan Penyertaan Modal pada P.T. Bank 
Sumsel Babel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.  
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Pasal II  

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung. 

 

Ditetapkan di Pangkalpinang 
pada tanggal      1     Mei 2021 

 

GUBERNUR 
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 
dto 

 

ERZALDI ROSMAN 
 

Diundangkan di Pangkalpinang 
pada tanggal     1    Mei 2021 
 

                SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 
 

dto 
 

                       NAZIARTO 
 
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2021 

NOMOR     1    SERI E 

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

NOMOR ( 1-81/2021 ) 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

dto 

MASKUPAL BAKRI 
Pembina Utama Muda/IV/c 

NIP. 19630306 198603 1 015 

 

 

 


